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ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda
Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas
kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan penelitian. Metode yang digunakan
untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, guna mendapatkan hasil kajian yang
lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk nilai SAKIP Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tahun 2022 berjumlah 66,80
mengalami penurunan dari nilai SAKIP tahun 2021 dengan jumlah nilai 67,95,
namun walaaupun mengalami penurunan, nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh masih dalam kategori B (Baik). Rincian nilai
perindikator sebagai berikut: 1) perencanaan kinerja mengalami peningkatan dari
tahun 2021 bernilai 21,30 dan untuk tahun 2022 bernilai 22,20, 2) pengukuran
kinerja dengan nilai tetap untuk tahun 2021 dan 2022 bernilai 19,20, 3) pelaporan
kinerja mengalami penurunan nilai yang di tahun 2021 berjumlah nilai 10,20
sedangkan tahun 2022 dengan nilai 9,15 dan 4) indikator evaluasi internal di tahun
2021 bernilai 17,25, sedangkan pada tahun 2022 bernilai 16,25. Adapun yang
menjadi penyebab penurunan nilai SAKIP khususnya pada indikator pelaporan
kinerja dan evaluasi internal adalah dikarenakan kurangnya tenaga kerja pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sehingga dokumen-
dokumen laporan dibuat tidak disampaikan tepat pada waktunya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja, SAKIP
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ABSTRACT

This research was conducted at the Education and Culture Office of Banda Aceh
City. The purpose of this study is to determine the performance accountability of
the Education and Culture Office of the City of Banda Aceh. This study uses
Presidential Regulation No. 29 of 2014 concerning Performance Accountability
Systems for Government Agencies as a research reference. The method used for
this research is a qualitative method, in order to get the results of a more in-depth
study. The results showed that the SAKIP value of the Banda Aceh City
Education and Culture Office in 2022 was 66.80, which has decreased from the
2021 SAKIP value with a total value of 67.95, but even though it has decreased,
the SAKIP value of the Banda Aceh City Education and Culture Office is still in
category B (Good). The details of the indicator values are as follows: 1)
performance planning has increased from 2021 with a value of 21.30 and for 2022
with a value of 22.20, 2) performance measurement with a fixed value for 2021
and 2022 with a value of 19.20, 3) performance reporting has experienced the
value of impairment in 2021 is 10.20, while in 2022 it is 9.15 and 4) the internal
evaluation indicator in 2021 is 17.25, while in 2022 it is 16.25. As for the cause of
the decrease in the value of SAKIP, especially in the indicators of performance
reporting and internal evaluation, it was due to a lack of manpower at the
Education and Culture Office of the City of Banda Aceh so that the report
documents were not submitted on time.

Key Word: Accountability, Performance, SAKIP
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang bersih atau dikenal dengan istilah good and clean
governance dapat diinterprestasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran
pemerintah. Selama beberapa tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan
sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, di masa
reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahaan yang bersih. Pemerintah yang
bersih atau Good Governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan
elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu
yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut
dapat berperan serta berpartisipasi secara efektif. Jalannya pemerintahan harus
diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat
dipertanggung jawabkan.

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu
aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.
Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan
strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk
sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah (pusat atau daerah) yang bertujuan untuk



mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Tujuan dilaksanakannya pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan dalam
pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
Dalam hal ini, pemerintah secara priodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders yang dituangkan melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam menyusun LAKIP, pemerintah berpedoman pada Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran
SAKIP berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah:

1. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;

2. terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

3. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Menurut Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur



yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan Kinerja sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana
strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kkinerja, pengelolaan data Kinerja,
pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Sebelum dilakukan evaluasi, LAKIP perlu direviu terlebih dahulu,
sehingga dikeluarkanlah Permen PAN-RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi
setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja
dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Sedangkan untuk evaluasi LAKIP diatur
dalam Permen PAN-RB No. 35 tahun 2011 yang sebelumnya diatur dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permen PAN-RB No. 35
tahun 2011, petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi
pemerintah merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

1. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;

2. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan
dalam evaluasi;

3. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;

4. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan



hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting
dan harus dilaksanakan oleh evaluator secara profesional dan dengan penuh
tanggungjawab. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan
stimulasi bagi para pejabat instansi pemerintah untuk terus berusaha
menyempurnakan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen
berbasis kinerja secara taat azas dan berkelanjutan. Evaluasi atas akuntabilitas
kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi
pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan Kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan
kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi
(LKE).

Komponen penilaian kinerja sebelumnya diatur dalam Permen PAN-RB No.
88 Tahun 2021 yang mengatur tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, dimana dalam Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 ini komponen
penilaian kinerja meliputi: 1) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%; 2)
Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%; 3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tania Febrianti dan Indrawati Yuhertina
(2021:1) dengan jenis penelitian kuantitatif yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, bertujuan untuk
menguji dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis Kkinerja,

ketepatan sasaran anggaran, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap



akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini adalah membuktikan
bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran,
dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa Perangkat
Daerah Kota Surabaya memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dengan
pertanggungjawaban atas realisasi anggaran dan pengawasan yang dinilai baik.
Penelitian tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
juga dilakukan oleh Rifgi Nur Pratama (2017:1) dengan jenis penelitian kualitatif
yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)”, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
penerapan SAKIP serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya perbaikan dan
optimalisasi penerapan SAKIP yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil
dari penelitian tersebut adalah penerapan SAKIP di Kota Yogyakarta secara umum
telah berjalan baik. Namun, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Terdapat lima kendala yang ditemui, yakni belum tersinerginya peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan SAKIP, belum adanya regulasi yang mengatur
dan memaparkan secara jelas tentang kriteria penilaian atau indikator kinerja, masih
kurangnya koordinasi serta komitmen untuk menyatukan pandangan dan arah tujuan,
pemahaman mengenai substansi SAKIP secara menyelurunh masih rendah, serta
pemanfaatan LAKIP yang masih sebatas untuk pemenuhan kewajiban pelaporan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta juga
berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan

penerapan SAKIP, yakni dengan mengupayakan perencanaan secara matang dan



terkoordinir serta mengupayakan perbaikan regulasi dari pusat. Selain itu,
pengelolaan SDM juga dilakukan untuk peningkatan kompetensi. Upaya ke arah
integrasi sistem juga menjadi bahasan yang hendak diwujudkan, di samping tetap
melakukan pengendalian dan evaluasi. Kata kunci: akuntabilitas, transparansi,
Kinerja, pemerintahan, evaluasi, kendala, optimalisasi.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti ingin
melakukan penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peneliti
menganggap bahwa akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah merupakan topik
yang bagus dan penting pada beberapa tahun terakhir ini, mengingat bahwa
akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting,
karena digunakan untuk mengetahui seberapa besar input yang digunakan dan
output yang dihasilkan. Selain input dan ouput, akuntabilitas kinerja tersebut juga
harus menyertakan outcome, benefit dan impact yang ditimbulkan dari input atau
anggaran yang dipakai pada suatu program kegiatan. Akuntabilitas tersebut
dituangkan dalam suatu bentuk laporan, yaitu yang dikenal sebagai LAKIP.

Tabel 1.1

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh Tahun 2021 - 2022

No. | Komponen yang Dinilai Tahun 2021. - Tahun 2022. -
Bobot (%) | Nilai | Bobot (%) Nilai
1. | Perencanaan Kinerja 30.00 21.30 30.00 22.20
2. | Pengukuran kinerja 30.00 19.20 30.00 19.20
3. | Pelaporan kinerja 15.00 10.20 15.00 9.15
4. | Evaluasi internal 25.00 17.25 25.00 16.25
5. | Capaian kinerja - - - -
Nilai Hasil Evaluasi 100.00 67.95 100.00 66.80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022.
Peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banda Aceh karena sebagaimana diharapkan Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD yang menerima anggaran
besar hendaknya dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk setiap
tahunnya. Namun berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak mendapatkan nilai
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, kemudian pada tahun 2021 sudah dalam
kategori B, dan di tahun 2022 masih dalam kategori B. Tetapi terdapat penurunan
nilai hasil eavaluasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi
internal. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan
yang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak
mendapatkan nilai evaluasi SAKIP untuk tahun 2020 dan penurunan nilai pada
tahun 2022.

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ‘“Analisis Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimanakah akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh?
1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas
kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam
perkuliahan dan agar dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh telah sesuai dengan
peraturan yang ada.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, sehingga dapat menjadi
masukan bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintah daerah dan memberikan kontribusi informasi
serta landasan penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas kinerja
instansi.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah analisis akuntabilitas kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berdasakan Perpres RI

Nomor 29 tahun 2014



BAB Il
KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis
2.1.1. Akuntabilitas

Dalam defenisi tradisonal, akuntabilitas adalah istilah umum untuk
menjelaskan sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah
memenuhi misi yang mereka emban menurut Benveniste (1991) dalam Guy
(2023:1). Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban
pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2003:33), akuntabilitas adalah kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan Kinerja dan
tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit
organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Menurut (Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013:17),
Akuntabilitas memiliki 5 dimensi yaitu:

1. Transparansi
Dalam konteks akuntabilitas, transparansi dipahami sebagai kemudahan

akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari
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organisasi. Berdasarkan definisi teoritis tersebut maka organisasi publik
diharapkan untuk selalu mengomunikasikan fungsi dan kinerja mereka
kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat diketahui fungsi
dari masing-masing organisasi dan dijadikan pijakan dalam menilai kinerja
organisasi tersebut dengan meninjau sejauh mana fungsi yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaannya dapat terpenuhi.

. Pertanggungjawaban

Dimensi ini merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau
organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan
hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas
kinerja yang baik. Dimensi ini dipahami sebagai upaya untuk memberikan
konsekuensi yang serius atas kelalaian organisasi publik dalam
memberikan pelayanan atau dalam menyediakan barang publik.

. Pengendalian

Dimensi ini merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat
apa yang menjadi perintah utamanya. Dalam dimensi pengendalian, pihak-
pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik dapat memastikan
bahwa organisasi publik tersebut tetap berjalan pada jalur yang
semestinya. Pengendalian ini apabila dilakukan dengan konsisten maka
akan membantu untuk mengurangi bahkan meniadakan tumpeng tindih
kewenangan, kebijakan, dan program antarorganisasi publik. Sebagai
implikasinya maka kualitas koordinasi antarorganisasi publik dapat

semakin meningkat.
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4. Tanggung Jawab
Maksud dari dimensi ini adalah organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan
hukum yang berlaku. Pada sektor publik tentunya aturan kebijakan
menjadi pengikat bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh
karenanya, kepatuhan dalam penerapan hukum yang berlaku penting untuk
dikedepankan. Penerapan aturan hukun yang konsisten akan membantu
organisasi publik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan
dihadapi dalam menjalankan aktivitas organisasi publik. Tentunya hal ini
akan terlaksana konsisten jika tata dan kualitas aturan yang dijadikan
pijakan dapat diandalkan dengan baik.
5. Responsivitas

Maksud dari dimensi ini adalah organisasi menaruh minat dan berupaya
untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang
bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Namun, ada yang
penting untuk digarisbawahi dari dimensi ini yaitu betapa kita perlu
menyadari bersama bahwa eksistensi organisasi publik pada prinsipnya
adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang betuk konkretnya adalah
menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan tepat dan efisien.
Kehadiran organisasi pemerintah di tengah-tengah publik tentunya sangat
bergantung dari responsivitas pemerintah.

2.1.2. Kinerja
Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Menurut

Abdul Halim (2002:56) kinerja dapat berarti suatu prestasi kerja dan proses

penyelenggaraan di mana tujuan organisasi ingin dicapai. Sedangkan menurut
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(Gibson,1997:179), Kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota
organisasi. Dimana hasil yang diinginkan organisasi dari perilaku orang-orang
yang ada di dalamnya disebut sebagai kinerja organisasi.

Pada dasarnya kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. kinerja itu dapat terjadi tentu saja didasari
oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya menurut Robert L. Mathis dan
John H. Jackson (2011) dalam Abdul Halim (2002:76), faktor-faktor yang
mempengaruhi Kinerja individu tenaga kerja yaitu kemampuan mereka, motivasi,
dukungan ynag diterima, keberdaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
hubungan mereka dengan organisasi.

Definisi lain dari kinerja Menurut Mulyadi (2007; 337) kinerja organisasi
adalah keberhasilan personel, tim atau organisasi dalam mewujudkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.
Kinerja (performance) menurut Daft (2010:125) adalah kemampuan untuk
pencapaian tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan
efisien. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia, seluruh
kekayaan, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi serta
pengetahuan yang dikendalikan perusahaan.

Kinerja didefinisikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan, program serta kebijakan dengan menggunakan sejumlah sumber daya
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring 2012:81). Berdasarkan
beberapa pendapat tersebut mengindikasikan bahwa untuk mencapai hasil kerja
organisasi yang maksimal adalah dengan mengelola sertamemanfaatkan sumber

daya organisasi secara baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kinerja
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adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.
Menurut Mustopadjadja (2002:12), untuk menggambarkan capain yang
diperoleh oleh suatu organisasi dibutuhkan suatu ukuran kuantitatif atau kualitatif
yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. la Menyebutkan ada beberapa jenis indikator yang dapat
digunakan dalam pelaksanaan pengukuran Kkinerja organisasi yaitu sebagai
berikut:
1. Masukan (Input)
Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input sebagai
langkah awal dari penyusunan indikator kinerja pemerintah dimulai dari
rencana program tahunan, dalam penentuan kegiatan pemerintah
memerlukan data dan informasi serta setiap pegawai memiliki kemampuan
yan handal. Perencanaan awal melihat bagaimana cara mencapai suatu
tujuan.
2. Keluaran (Output)
Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan. Output ini merefleksikan bagaimana suatu
organisasi dalam melihat kejelasan dan ketelitian pegawainya dalam
melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana
yang berhasil dilaksanakan.

3. Hasil (Outcome)
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Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegitan-kegiatan dalam suatu program. Dimana hasil dari
suatu perencanaan diharapkan dapat menilai kualitas hasil program kerja
yang sesuai dengan sasaran dan tujuan.

2.1.3. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang
memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabnnya tersebut
(Mahsun, 2006: 168).

Definisi akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden No 29 Tahun
2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan Kkinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.

2.1.4. Indikator Akuntabiltas Kinerja
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Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) meliputi:



1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu
organisasi untuk menentukan strategi atau arahan dalam
memutuskan programprogram yang akan dilaksanakan oleh
organisasi serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan
dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa
tahun kedepan. Dalam Perencanaan stratejik instansi pemerintah
setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
dan program yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi yang ada.
. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan
realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kkinerja yang
dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam
rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran
kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah
pada seluruh instansi pemerintah. Pengukuran kinerja memiliki
empat elemen pokok penting, yaitu:

a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

b. Merumuskan indikator dan ukuran Kinerja.

c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran
organisasi.

d. Evaluasi kinerja (feadback, penilaian kemajuan organisasi,
meningkatkan  kualitas pengambilan  keputusan  dan
akuntabilitas)

. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan

laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja

tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan

Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak

memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis

instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan

kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk
dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk
perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan
datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran

(outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari rencana

pembangunan.

16
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2.1.5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang
dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penerapan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung
jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan Kkinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut
diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat
maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami
lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta
meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi
yang bersangkutan.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
pemerintah dengan masyarakat yang mana pemerintah merupakan pengguna
anggaran dan pelaksana anggaran. Akuntabilitas tersebut di sesuaikan dengan apa
yang telah dicapai pemerintah selama satu tahun anggaran. Dimana menurt
Peraturan Presiden No0.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi
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pemerintah  untuk  mempertanggung  jawabkan  keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik.

1.1.5.1 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah,
perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh.

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pernerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan
tekuik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, tujuannya agar

pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, untuk
itu diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang

dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap
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akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.1.5.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Syahruddin Rasul (2002: 45) menyatakan bahwa siklus akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan pada konsep
manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis
kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik yang meliputi penetapan visi dan misi
organisasi dan strategic performance objectives.

2. Penetapan ukuran-ukuran Kinerja atas perencanaan stratejik yang telah
ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

3. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran Kinerja),
menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut.

4. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut untuk
mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan- perubahan dan
koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan (fine- tuning) atas kegiatan
organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang dibutuhkan

telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

Rencana
Strategis

Perjanjian
Kinerja
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA

Pengukuran
Kinerja
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Gambar 2.1 Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja
Sumber: Syahruddin Rasul (2002: 45)

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan
perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan
sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam

perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin
dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang
bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan
tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan,
tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan,
dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.

Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam
satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan
untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlumengembangkan sistem
pengumpulan data Kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan
data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada
pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi
yang termuat dalam LAKIP tersebutdimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi
secara berkesinambungan.

Menurut Santoso (2013: 2), penyusunan LAKIP kepada pihak yang berhak

(secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:
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1. Pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi
atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan.

2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah
perbaikan, dalam mencapai efesiensi dan efektifitas pelaksana tugas pokok
dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.

3. Perbaikan dalam perencanaan khususnya jangka menengah dan jangka
pendek.

2.1.6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang mana didalamnya
menyebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengukuran data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Kinerja sesuai dengan
ketentuan perundangan dan dilaksanakan secara selaras sesuai dengan

penyelenggaraan SAKIP yang meliputi Rencana strategis, Perjanjian Kkinerja,
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Pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja, Pelaporan kinerja, serta Evaluasi
Kinerja.
Adapun sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efesien, efekif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian,
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan
penelitian. Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan
beberapa penelitian dengan judul yang hampir sama, yaitu: penelitian deskriptif
kualitatif dari Aryani K. W, (2022), dengan judul penelitian “Analisis Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”,
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis laporan akuntabilitas kinerja
program kegiatan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah
memenuhi syarat value for money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
dinilai dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efiktivitas sebagian besar menunjukkan

keberhasilan pada pelaksanaan program pembiayaan kesehatan masyarakat.
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Penelitian lainya dari Nur Hafiza Afni, (2021) judul penelitian “Analisis
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru”, dengan
jenisa penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisa Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang
dialami dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja tersebut. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas yang ada pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan secara optimal mulai
dari perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja
serta capaian kinerjanya, adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan
akuntabilitas kinerja yaitu dokumen renstra dan IKU belum sepenuhnya di riviu
secara berkala, indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU
unit kerja organisasi atasannya dan pengukuran kinerja belum dikembangkan
menggunakan teknologi informasi yang ada serta terbatasnya ketersediaan
anggaran yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta
realisasi data kinerja yang susah untuk didapat, sehingga berdampak pada kinerja
organisasi.

Selanjutnya penelitian deskriptif kualitatif oleh Beby Nurtesha Putri,
(2019), dengan judul “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kubu Raya”, bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP). Hasil penelitian ini adalah berdasarkan rasio kemandirian
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keuangan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya sudah mampu dalam
merealisasikan target-target yang telah disepakati juga memiliki kemampuan
dalam membiayai sendiri seluruh kegiatan yang telah dibuat serta Berdasarkan
rasio pertumbuhan rata-rata mengalami pertubuhan yang positif.

Wahyu Ristina (2018), penelitian kualitatif deskriptif dengan judul
“Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementrian Kelautan Dan
Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone)”,
dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone dan kesesuaiannya dengan tujuan,
sasaran, dan program yang telah ditetapkan. Hasil penelitian didapati bahwa
secara keseluruhan kinerja kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)
Bone yang berupa anggaran, realisasi, pendapatan dan belanja secara umum telah
menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, dan dari sisi input, output maupun
outcome terhadap rencana maupun target yang telah ditentukan. Dari target yang
ditentukan terhadap perencanaan dan monitoring evaluasi, bahwa capaian sasaran
perencanaan dan monitoring evaluasi sebesar 100% terlaksana dengan baik
dimana kegiatan pengelolaan keuangan menunjukkan capaian Kinerja yang
optimal.

Selain penelitian di atas, juga ada penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasusu dari Ria Ristyana (2017), berjudul “Analisis Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo”, yang bertujuan
untuk mengetahui pemahaman akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui permasalahan yang

terjadi dalam akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah serta solusi yang dipakai
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dalam mengatasi permasalah yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih
banyak SKPD di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang belum memahami konsep
akuntabilitas kinerja. Selain itu, masih terdapat permasalahan pada pelaporan
kinerja dan capaian kinerja, yaitu belum ada kebijakan terkait dengan reward dan
punishment bagi SKPD yang tepat waktu dan terlambat dalam menyampaikan
LAKIPnya kepada Bagian Organisasi dan belum adanya pemantauan atas
outcome sebagai tindak lanjut dari tercapainya target kinerja (output), sehingga
hasil evaluasi

menyebabkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Ponorogo mendapat nilai “CC”.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
Judul, Nama Metode
No Peneliti, o Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian
(Tahun)

1. | Analisis Deskriptif Akuntabilitas Metode Analisis data
Laporan Kualitatif kinerja pada Dinas | Penelitian yang
Akuntabilitas Kesehatan Daerah | dan Jenis menggunakan
Kinerja Pada Provinsi Sulawesi | data yang metode Value
Dinas Utara dinilai dari | digunakan for Money.
Kesehatan aspek ekonomi, berupa
Daerah efisiensi, dan laporan
Provinsi efiktivitas akuntabilitas
Sulawesi sebagian besar kinerja.

Utara, Aryani menunjukkan

K. W, (2022) keberhasilan pada
pelaksanaan
program
pembiayaan
kesehatan
masyarakat.

2. | Analisis Deskriptif Pelaksanaan Konsep Tempat dan
Akuntabilitas | Kualitatif Akuntabilitas Operasional, | Sampel
Kinerja Dinas yang ada pada Metode penelitian.
Kebudayaan belum sepenuhnya | Penelitian
dan Pariwisata berjalan secara dan metode
Kota optimal mulai dari | analisis data.

Pekanbaru, Perencanaan

Nur Hafiza Strategis,

Afni, (2021) Pengukuran
Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Evaluasi
Kinerja serta
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No

Judul, Nama
Peneliti,
(Tahun)

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

capaian Kinerja
nya. Adapun yang
menjadi hambatan
dalam
pelaksanaan
akuntabilitas
Kinerja yaitu
dokumen renstra
dan IKU belum
sepenuhnya di
riviu secara
berkala, indikator
kinerja individu
belum sepenuhnya
mengacu pada
IKU unit kerja
organisasi
atasannya dan
pengukuran
kinerja belum
dikembangkan
menggunakan
teknologi
informasi yang
ada serta terbatas
nya ketersediaan
anggaran yang ada
serta realisasi data
Kinerja yang susah
untuk didapat,
sehingga
berdampak pada
Kinerja organisasi.

Analisis
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintahan
Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemudadan
Olahraga
Kabupaten
Kubu Raya,
Beby Nurtesha
Putri, (2019)

Deskriptif
Kualitatif

Adapun hasil dari
penelitian ini
adalah
berdasarkan

rasio
kemandirian
keuangan Dinas
BUDPARPORA
Kabupaten Kubu
Raya sudah
mampu dalam
merealisasikan
target- target yang
telah disepakati
juga memiliki
kemampuan

Metode
Penelitian
dan Jenis
data yang
digunakan
berupa
laporan
akuntabilitas
kinerja.

Tujuan
Penelitian dan
Analisis data
yang
digunakan.
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Judul, Nama
No Peneliti, Metc_)qle Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian
(Tahun)
dalam
membiayai sendiri
seluruh kegiatan
yang telah dibuat
serta
Berdasarkan rasio
pertumbuhan rata-
rata mengalami
pertubuhan
yang positif.

4. | Analisis Deskriptif Secara Metode Tempat dan
Akuntabilitas | Kualitatif keseluruhan Penelitian Sampel
Kinerja kinerja kegiatan dan Jenis penelitian.
Instansi Sekolah Usaha data yang
Pemerintah Perikanan digunakan
Kementrian Menengah berupa
Kelautan dan (SUPM) Bone laporan
Perikanan yang berupa akuntabilitas
(Studi Kasus anggaran, realisasi | kinerja.

Pada Sekolah
Usaha
Perikanan
Menengah
Negeri Bone),
Wahyu
Ristina, (2018)

,pendapatan dan
belanja secara
umum telah
menunjukkan
pencapaian kinerja
yang baik, dan
dari sisi input,
output maupun
outcome terhadap
rencana maupun
target yang telah
ditentukan. Dari
target yang
ditentukan
terhadap
perencanaan dan
monitoring
evaluasi, bahwa
capaian sasaran
perencanaan dan
monitoring
evaluasi sebesar
100 % terlaksana
dengan baik.
dimana kegiatan
peengelolahan
keuangan
menunjukkan
capaian kinerja
yang optimal
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Judul, Nama

No Peneliti, Metqqle Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian
(Tahun)

5. | Analisis Kualitatif Adapun hasil dari | Metode Tujuan
Akuntabilitas | pendekatan | penelitian analisis data. | Penelitian
Kinerja studi kasus | menunjukan
Instansi bahwa masih
Pemerintah banyak SKPD
Pada yang belum
Pemerintah memahami kosep
Kabupaten akuntabilitas
Ponorogo, Ria kinerja, selain itu
Ristyana, kabupaten
(2017) ponorogo sudah

melaksanakan
akuntabilitas
Kinerjanya dengan
baik mulai dari
perencanaan
kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi
internal, dan
capaian kinerja

Sumber: Abstrak Penelitian dari Aryani K. W Tahun 2022, Nur Hafiza Afni Tahun
2021, Beby Nurtesha Putri Tahun 2019, Wahyu Ristina Tahun 2018 dan Ria
Ristyana Tahun 2017.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh secara priodik wajib
mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada
para stakeholders yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang telah
dicapai olen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Setelah
LAKIP dibuat maka terlebih dahulu akan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) terlebih dahulu kemudian melakukan evaluasi terhadap
LAKIP.

Evaluasi LAKIP berdasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun
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2021 yang berisikan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan komponen penilaian kinerja yang meliputi: 1) Perencanaan Kinerja
dengan bobot 30%; 2) Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%; 3) Pelaporan
Kinerja dengan bobot 15%; dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan
bobot 25%. Setelah dilakukan evaluasi oleh APIP maka akan dibuat Laporan
Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan nilai hasil evaluasi, kondisi, dan
rekomendasi untuk perbaikan LAKIP yang tentunya untuk terwujudnya
akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang
ideal sesuai dengan indikator penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada Perpres No 29 Tahun 2014.

Analisis Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

!

Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan strategis

Pengukuran kinerja

Pelaporan kinerja

Evaluasi kinerja

Capaian kinerja

|

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
yang ideal

arwdE

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Akuntabilitas Kinerja



BAB I
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut Anton Wibisono (2019: 1) metode kualitatif
merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh
karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan
kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang
memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia
merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia
terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti
kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang
bersangkutan.
3.1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengamatan yang mendalam
dengan mengungkapkan fakta-fakta dan temuan dalam bentuk uraian-uraian yang
terjadi dengan sebenarnya untuk dilakukan evaluasi dan simpulan untuk
perbaikan.
3.1.2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut
(Sugiyono, 2017: 2) metode kualitatif disebut metode yang artistik atau lebih
bersifat seni. Dinamakan metode kualitatif karena data yang terkumpul terutama
adalah data kualitatif. Menurut Nanang Wahyudi (2018: 35), data kualitatif adalah

jenis data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat/uraian-uraian, bahkan bisa

29
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berupa cerita pendek. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, bahkan setelah selesai di lapangan.

Agar data-data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian memiliki
arti maka peneliti akan mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan
sistematis. Analisis data didalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan
berkelanjutan. Tujuan akhir dari analisis data kualitatif adalah peneliti dapat
menjelaskan dan mendeskripsikan suatu data berupa tulisan, ucapan, serta
perilaku yang diamati pada kondisi yang alamiah.

3.1.3. Horizon Waktu

Time horizon pengumpulan data dapat terbagi menjadi 3 menurut Husein
Umar (2013:43) yang terdiri dari cross sectional (sekumpulan data untuk meneliti
suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja), longitudinal (data yang
dikumpulkan dalam periode yang berbeda-beda), dan data panel (data yang

dikumpulkan dari berbagai lembaga dan berbagai periode waktu).

Horizon waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah horizon waktu
cross-sectional, situasi studi ini dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali
dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam

rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4. Unit Analisis

Menurut A. Morrison (2017:166) unit analisis merupakan seluruh hal yang
diteliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit yang
dianalisis, unit analisis ini biasanya juga disebut sebagai unit observasinya. Unit
analisis dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala sub bagian, dan kepala

bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh secara individu.
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Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara

mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda

Aceh.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1.

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.
Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk
file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah
teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau
orang yang Kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun
data (Tutus Julantika, 2017: 1).

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian
baik secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, data
diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada
pihak yang paham tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan pengukuran Kkinerja keuangan di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh yakni Kepala Sub Bagian
Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebidayaan Banda Aceh.

Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain (Tutus Julantika, 2017). Dalam penelitian ini, data
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sekunder diperoleh dari pihak ketiga atau dokumentasi pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian

lapangan (Field Research) yaitu melakukan penelitian langsung pada objek

penelitian dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh. Dan uji

keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2017: 65)

triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah metode interview (wawancara), dokumentasi, dan observasi:

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada
saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung
dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa
melalui alat komunikasi, Sanusi (2011:105). Wawancara akan dilakukan
dengan kepala sub bagian keuangan agar memperoleh data yang lebih
lengkap dan juga valid yang mungkin tidak terdapat pada dokumen.
Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan
alat perekam untuk memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara
karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam

memasukkannya ke laporan hasil penelitian.
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2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari
mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan
dokumen vyang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang
berlangsungnya suatu  kegiatan. Pengumpulan data sekunder dengan
mengidentifikasi data yang diperoleh dari dokumen yang dijadikan sebagai alat
kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Tutus Julantika,
2017).
3. Observasi

Observasi menurut Sanusi (2011:77) adalah kegiatan yang dilakukan

secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat

mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian
kasus.
3.3. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis kualitatif deskriptif (descriptive kualitative analysis method). Setelah semua
data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat kualitatif dalam hal ini bentuknya adalah
ucapan tertulis atau wawancara dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan
dijalankan dengan beberapa sistem yaitu diklasifikasikan kemudian dianalisis.

Untuk analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Banda Aceh menggunakan analisis data dari Miles dan Humberman (Sugiyono,
2017: 129) bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
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data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti
dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data adalah pengumpulan data dengan wawancara,
dokumentasi, dan observasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Data-
data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan dan bukti-bukti
pendukung yang terkait dengan sistem akuntabilitas Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh

2. Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang
sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar
pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan
pengambilan keputusan.

4. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang
merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Adapun hubungan dari 4 tahap diatas termasuk dalam model interaktif berikut:

Pengumpulan data

— N

Reduksi data _ > Penyajian data

<
<
X‘

Penarikan kesimpulan

Gambar 3.1
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Teknik Analisis Data
Sumber: Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1.1.1. Tugas

Rincian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh diatur

berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan dasn Kebudayaan Kota Banda Aceh. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada kota.

1.1.1.2. Fungsi

fungsi:
1.

2.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai

perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;

pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai kewenangan:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yaitu :

a.

b.

g.

pengelolaan pendidikan dasar;
pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak

usia dini, dan pendidikan non formal;

. pemindahan pendidikan dan tenaga pendidikan;

. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh

masyarakat;
penerbitan izin pendidikasn anak usia dini dan pendidikan non formal
yang diselenggarakan oleh masyarakat;dan

pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Kota.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yaitu:

a.

b.

C.

pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Kota;
pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kota;

pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Kota;

. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Kota;

. pembinaan sejarah lokal;

penetapan cagar budaya;

. pengelolaan cagar budaya;

. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi;dan

pengelolaan museum
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1.1.1.3. Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 62 Tahun
2018 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berarti telah mempertegas
peran dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh di era
otonomi daerah. Struktur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
secara rinci dapat dilihat pada bagan struktur sebabgai berikut: 1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat; 3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; 4)
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; 5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama; 6) Bidang Kebudayaan; 7) Bidang Pembinaan Ketenagaan; 8) Kepala

Subbagian; 9) Kepala Seksi; 10) UPTD; dan 11) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 4.1. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
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Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang
menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan
urusan ketatausahaan Dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas dibidang
Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
a. Subbagian Program dan Pelaporan
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan
tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan,
hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
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b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan
peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
a. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
b. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
d. Bidang Kebudayaan;
e. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional
1.1.2. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh didukung oleh sumber daya manusia merupakan
salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Jumlah pegawai Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh akhir tahun 2022 berjumlah 3.927
personil yang terdiri dari 1.610 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS), 148 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2.169 Non ASN dan
honor yayasan untuk Satuan pendidikan swasta, klasifikasi pegawai Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan jabatan dan pendidikan dapat dilihat

pada Tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Rekapitulasi Sumber Daya Pegawai dan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
(Per Desember 2022)

Berdasaran Status
Berdasarkan Golongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KET
kepegawaian
NO URUSAN PENDIDIKAN
Non
GOL | GOL | GOL | GOL PNS | PPPK | PNS/Peg | llh s2 DIV- D3 p1- SMA | SMP | SD Jlh KET
v 1] ] I s1 D2
YYS
1 | Dinas Pendidikan dan 8 | 34 | 15 57 9 66 | 8 |36 | 4 | 1 | 17 66
Kebudayaan

2 | UPTD Sanggar Tekkomdik 4 4 4 8 6 1 1 8

3 | Pengawas 21 4 25 25 14 11 25
4 SPNF 4 5 2 11 15 26 1 21 4 26
5 Kepala SMP 20 1 21 13 34 14 20 34
6 | Guru SMP 252 | 252 1 505 | 27 295 827 | 75 | 738 | 14 827
7 Pegawai SMP 1 36 32 69 171 240 6 110 23 5 a5 1 240
8 Kepala SD 51 18 69 19 88 35 53 88
9 | GuruSD 190 | 412 9 611 | 120 505 1236 | 48 | 1144 | 6 25 13 1236
10 | Pegawai SD 8 10 1 19 268 287 1 134 30 11 102 8 1 287
11 | Kepala TK 14 20 34 142 176 6 134 6 2 28 176
12 | GuruTK 35 140 5 180 1 719 900 3 622 21 54 199 1 900
13 | Pegawai TK 2 3 5 9 14 5 2 2 4 1 14

JUMLAH 596 | 936 77 1 1610 | 148 2169 3927 | 211 | 3034 | 106 | 101 | 463 11 1 3927

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2022
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Adapun sumber daya lainnya bersumber pada aset tetap yang menjadi
pendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva
tetap dengan nilai keseluruahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.
651.371.749.781 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.2
Nilai Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banda Aceh berdasarkan kelompok Aset Tetap Tahun 2022
(Per 31 Desember 2022)

No. Nama Bidang Barang Nilai Buku
1 | Tanah 330.667.049.897
2 | Peralatan Mesin 10.553.909.471
3 | Gedung dan Bangunan 298.366.947.278
4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi 91.018.699
5 | Aset Tetap Lainnya 11.692.824.436
Jumlah 651.371.749.781

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa (1) aset tanah sebesar Rp.
330.667.049.897,00; (2) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.553.909.471,00;
yang terdiri dari peralatan kantor, komputer, mebelair, alat peraga dan olahraga;
(3) Gedung dan bangunan sebesar Rp. 298.366.947.278,00; yang terdiri dari
Gedung kantor dan pagar; (4) Jalan, jaringan dan irigasi Rp. 91.018.699,00 yang
terdiri dari bangunan dan jaringan air; (5) Aset Tetap Lainnya Rp.
11.692.824.436,00; terdiri dari barang perpustakan dan barang bercorak
kebudayaan. Sehingga sampai dengan Tahun 2022 total asset tetap Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mempunyai nilai sebesar Rp.

651.371.749.781.
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4.2. Deskripsi Variabel Penelitian
4.2.1.Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2021

Penilaian/ evaluasi SAKIP untuk tahun 2021 berlandaskan pada Permen
PAN-RB Nomor 88 tahun 2021. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh uraian penilaian SAKIP Tahun
2021 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh Tahun 2021

No. Komponen yang Dinilai Bobot (%) Nilai
1. | Perencanaan kinerja 30.00 21.30
2. | Pengukuran Kinerja 30.00 19.20
3. | Pelaporan kinerja 15.00 10.20
4. | Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25.00 17.25

Nilai Hasil Evaluasi 100.00 67.95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja - B

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2021.
4.2.2.Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2022
Penilaian/ evaluasi SAKIP untuk tahun 2022 berlandaskan pada Permen
PAN-RB Nomor 88 tahun 2021. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh uraian penilaian SAKIP Tahun

2022 sebagali berikut:
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Tabel 4.4
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh Tahun 2022

No. Komponen yang Dinilai Bobot (%) Nilai
1. | Perencanaan Kkinerja 30.00 22.20
2. | Pengukuran kinerja 30.00 19.20
3. | Pelaporan kinerja 15.00 9.15
4. | Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25.00 16.25

Nilai Hasil Evaluasi 100.00 66.80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja - B

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2022.

4.3. Hasil Penelitian dan Analisis

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, landasan teori dan
metodologi penelitian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pada
bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara
dengan informan yang dipilih. Agar data yang didapat valid dan tepat, maka
pemilihan informan menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi hal yang
diperhatikan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini diantaranya: 1)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh, 2)
Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset Disdikbud Kota Banda Aceh, 3)
Kasubbag Keuangan Disdikbud Kota Banda Aceh, 4) Kepala Bidang Pembinaan
SMP Disdikbud Kota Banda Aceh.

Analisis akuntabilitas kinerja instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh yang akan dibagi menjadi 5 subbagian sesuai dengan Perpres

No 29 Tahun 2014 yaitu: 1) Perencanaan strategis, 2) Pengukuran kinerja, 3)
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Pelaporan kinerja, 4) Evaluasi interna, dan 5). Capaian kinerja. Selanjutnya dari
hasil penelitian tersebut akan dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang
berlaku saat ini maupun dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan
akuntabilitas kinerja. Sehingga dari hal tersebut akan didapat bagaimana
gambaran akuntabilitas kinerja yang ideal atau yang sudah terjadi pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

1.3.1. Perencanaan Strategis

Sebelum melaksanakan kinerja terlebih dahulu kinerja tersebut harus
direncanakan atau dilakukan perencanaan Kkinerja. Perencanaan Kinerja ini
dilaksanakan sebelum tahun anggaran dimulai. Perencanaan kinerja merupakan
komponen pertama yang menjadi bahan penilaian SAKIP.

Sesuai lampiran Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pada komponen perencanaan
strategis dibagi menjadi 3 sub komponen sebagai berikut;

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan bobot 6%

2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapai hasil, dengan ukuran Kkinerja yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan
kinerja bidang lain (crosscutting) dengan bobot 9%

3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan dengan bobot 15%

Perencanaan kinerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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(RPIJMD). Hal ini sesuai dengan yang disampaiakan oleh Ibu Evi Susansi selaku
Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Semua SKPD itu dalam hal menyusun Renstra (Rencana Strategi)
itu ada panduan yang diberikan oleh Bappeda (badan Perencanaan
Pembangunan Daerah), Bappeda turunan dari Kemendagri tentunya
jadi kalau terkait dengan mekanisme penyusunannya itu kita tidak
bisa buat sendiri sudah ada ketentuan dia dari mulai bab 1 sampai
dengan seterusnya. Kemudian isi di dalam setiap subtansi tentunya
harus menjawab visi dan misi yang dituangkan oleh kepala daerah.
Kemudian kepala daerah juga dalam hal mewujudkan visi misi itu
juga harus mendukung program-program pemerintah pusat, jadi
seperti itu. Nah khusus kita Dinas Pendidikan nanti harus
menjawab  bagaimana program-program pemerintah  pusat,
pemerintah provinsi terkait dengan pendidikan, jadi kalau ditanya
bagaimana menyusunnya kan luas sekali nih jawaban nya. Pertama
kalau dari sisi aturan outline sudah jelas panduannya ada. Daftar
isinya apa, bentuk covernya bagaimana bab 1 bab 2 nya bagaimana
tentunya sudah ada aturan. Tidak bisa kita lain-lain, nanti regulasi-
regulasi yang dicantumkan kedalam juga sudah ada di dalam aturan
seperti itu. Tentunya hal hal yang diatur itu harus kita update,
kemudian regulasi-regulasi yang wajib masuk itu gak boleh kita
gak masukan. Secara subtansi kita harus mendukung semua
program pemerintah pusat, pemprov maupun pemko. Kita juga
harus menjawab di renstra tersebut apa apa yang sudah kita
evaluasi di permasalahan Pendidikan dari PAUD sampai dengan
SMP. Jadi kayak bidang kita, urusan pendidikan itu ada namanya
urusan wajib gitukan, jadi gak bisa lari dari sana.”

Selanjutnya Bu Evi Susanti juga menambahkan mengenai hambatan yang
dialami dalam pembuatan perencanaan kinerja yakni:

“Biasa nya kita kesulitan nya itu, nih sebenarnya klise ya alasannya
tapi memang itu pula yang terjadi di faktanya adalah yang pertama
waktu yang diberikan itu singkat, jadi kita selalu didesak dengan
deadline, misalnya tanggal sekian harus selesai. Dinas pendidikan
dan kebudayaan ini urusannya besar, luas dan kompleks. Itu dia
hambatan nya waktu sih. Yang lain sih gak terlalu.”

Sementara itu Bapak Sulaiman Bakri selaku Kepala Disdikbud, juga

menyampaikan hal yang selaras yaitu:
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“Dalam penyusunan rencana kerja dinas pendidikan tentunya
melibatkan seluruh bidang yang ada di dinas pendidikan, dalam
penyusunannya perwakilan perbidang akan menyampaikan apa

yang menjadi sasaran penetapan kinerja. Sasaran Kinerja ini

tentunya harus mendukung visi dan misi dari Kota Banda Aceh

yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh khususnya dalam

bidang pendidikan.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
perencanaan kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
menyesuaikan dengan IKU dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh. Proses
perencanaan Kinerja berlangsung panjang dan tidak ada hambatan dalam proses
perencanaan Kinerja. Sedangkan pada pelaksanaan Kinerja terdapat hambatan
tetapi tidak signifikan, yaitu waktu dan luasnya cakupan Disdikbud Kota Banda
Aceh, namun hal ini tidak berdampak pada indikator perencanaan kinerja instansi.
Hal ini terlihat dari nilai evaluasi AKIP Disdikbud Kota Banda Aceh yang
meningkat untuk indikator perencanaan kinerja yang pada tahun 2021 sebesar
21,30 untuk tahun 2022 menjadi 22,20.

1.3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan
komponen kedua dalam penilaian AKIP, pengukuran kinerja dibagi menjadi 3 sub
komponen, antara lain:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan bobot 6%
2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja

secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan

berkelanjutan dengan bobot 9%
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3) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan
punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang
efektif dan efisien dengan bobot 15%

Kinerja yang telah dilaksanakan pada satu tahun anggaran kemudian
dilakukan pengukuran. Pengukuran kinerja ini bersifat penting, karena untuk
mengetahui apakah target kinerja tercapai secara maksimal atau tidak. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang seharusnya dicapai. Selain membandingkan realisasi dengan targert kinerja
juga dilakukan penilaian efisiensi pada tiap-tiap sasaran. Hasil evaluasi AKIP
Disdikbud Kota Banda Aceh untuk tahun 2021 dan 2022 komponen pengukuran
kinerja mendapatkan nilai tetap yaitu 19,20.

Cara mengukur kinerja di Disdikbud Banda Aceh menurut Ibu Evi Susanti
adalah sebagai berikut:

“Kami sudah di ikat dengan target yang ditulis, setiap kabid, kasi

itu awal tahun ada menandatangani tapkin namanya (penetapan

Kinerja) jadi tapkin yang sudah di tanda tangani itu yaa Kita

kerjanya berdasarkan tapkin itu, kemudian kalau masalah anggaran

sudah juga dituangkan realisasi aliran kas nya jadi kita masing-

masing sudah bertanggungjawab untuk menjaga itu. Jadi nanti pak

Kadis tinggal tagih aja, jadi beliau udah tau tu kalau yang program

ini udah selesai pada bulan sekian kemudian kalau ada

anggarannya sudah harus terealisasi 100% pada bulan sekian itu

sudah pasti di tagih pada kami. Nah setiap bulan kami memberikan

laporan realisasi fisik dan anggaran lengkap dengan

dokumentasinya kepada bidang program. Sederhananya mengukur
kinerja ya dengan membandingakan realisasi dengan target kinerja

yang sudah dibuat”

Dan juga Ibu Nura Khamsiah selaku Kasubag Keuangan Disdikbud Kota
Banda Aceh, menyampaikan bahwa:

“Kinerja yang baik adalah kinerja yang mencapai targetnya, dan

penggunaan anggran yang sesuai dengan rencana awalnya, atau
bahkan lebih baik lagi kerjaan tercapai tapi anggrannya kurang dari
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yang direncanakan, istilahnya kerja jalan tapi dananya bisa

dikurangi. Tapi selama ini kinerja dan program yang ada di dinas

pendidikan sudah berjalan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Paling ada sisa dana dari total seluruh anggaran pertahun sebanyak

lima ratus ribu rupiah paling banyak, ini pun disebabkan karna

adanya kontrak-kontrak yang mungkin dalam perjalanannya

nilainya berkurang.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengukuran kinerja
tidak ada hambatan, sehingga proses pengukuran kinerja berjalan dengan lancar.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target Kkinerja dengan
realisasi yang harus dicapai dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas
dari kinerja tersebut.

1.3.3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah hasil akhir setelah pelaksanaan kinerja. Pelaporan
kinerja merupakan bentuk tanggung jawab instansi kepada pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2021-2022 dalam komponen pelaporan kinerja mengalami penurunan nilai
dari 10,20 menjadi 9,15. Pelaporan kinerja ini memiliki bobot 15% dengan sub
komponen sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Terdapatnya dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan bobot

3%

2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan

kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja

serta Upaya perbaikan/ penyempurnaan dengan bobot 4,5%
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3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan

bobot 7,5%

Dalam teori sistem pengendalian manajemen dinyatakan bahwa pelaporan
kinerja non keuangan dalam organisasi sektor publik sangat penting karena
organisasi sektor publik banyak menghasilkan output yang sifatnya tidak
berwujud, seperti pelayanan publik yang sulit untuk diukur kinerjanya dari aspek
finansial. Pelaporan kinerja tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk
melakukan penilaian kinerja.

Terkait penurunan nilai komponen pelaporan kinerja, Bapak Zulfan selaku
Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Aset berpendapat:

“Penurunan laporan kinerja berarti ada dari poin-poin yang harus

ada dalam komponen pelaporan kinerja yang kurang pas atau

belum maksimal disampaikan oleh dinas pendidikan pada tim

penilai, yang dalam hal ini inspektorat. Kalau dilihat dari hasil
evaluasi AKIP ini, bagian dokumen laporan yang menggambarkan
kinerja kecil poinnya setengah dari target. Jadi ya mungkin
dokumen yang kita kumpulkan kurang, walaupun dalam prosesnya

ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi Kembali lagi karena

kurangnya tenaga di dinas pendidikan ini, jadi kita ya merasa sudah

cukup saja dengan nilai yang ada”

Kemudian Bu Evi Susanti juga memberikan pendapatnya mengenai
pelaporan kinerja kepada pimpinan dan kaitannya untuk keperluan AKIP sebagai
berikut:

“Kalau secara laporan bapak gak nuntut untuk beliau karna kami

sudah disibukan dengan laporan yang dituntut oleh pihak eksternal.

Karena hambatan dan kendala ya di waktu dan tenaga kinerjanya
yang kurang.”
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Kemudian Bapak Sulaiman Bakri menyampaikan tanggapan mengenai
nilai komponen pelaporan yang turun dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebagali
berikut.

“Pelaporan turun nilai, pasti jadi bahan evaluasi, tapi hal ini
disebabkan karena kegiatan yang bertambah banyak, namun tenaga
kerja dan stafnya yang semakin berkurang, sebab penerimaan
pegawai tidak ada. Mutasi pegawai masuk juga tidak ada. Setiap
tahunnya ada yang pensiun. Sekarang kondisinya di dinas
pendidikan ini, satu orang kabid dengan satu orang kasi, yang
seharusnya satu orang kabid dibantu tiga atau empat orang kasi.
Sehingga membuat tenaga yang ada sekarang bekerja harus dua
kali lipat. Bukan hanya laporan ke sistem, Tapi juga harus
memenuhi laporan hardcopynya ke penilai. Sehingga tidak ada org
yg mengurusnya. Contohnya, harus mengantar hardcopy ke BPKK,
walaupun laporan pada aplikasi bahan sudah selesai di upload.
Namun untuk turun ke kantor BPKK mengantar laporan karena
tidak adanya tenaga, membuat hal ini tertunda dan terlupa kadang,
walau secara online sudah dilaporkan.”

Selanjutnya Bapak Sulaiman Bakri menambahkan,

“Walaupun memang sudah ada sistem yg terikat, tetapi tetap ada
pertimbangan tertentu kita minta koordinasi ke admin dari aplikasi
pelaporan, misalnya karena dinas pendidikan itu tidak sama
besarny yg diurus dengan dinas lain. Karena satu urusan dispen
sama dengan tiga kali dinas lain. Contoh kita hari ini diharuskan
upload anggaran, RKA. Deadline harus selesai hari ini. Bagi dinas
lain yang kecil cakupan wilayah kerjanya, sedikit yang diupload,
sementara dinas pnedidikan banyak yang harus diupload karena
banyaknya anggaran dan banyaknya kegitan. Hal ini bisa
dikoordinasikan dengan admin untuk penambahan waktu
pengerjaan, ya walaupun tidak lama-lama juga.”

Hasil dari wawancara mengenai pelaporan kinerja dapat disimpulkan
bahwa pelaporan kinerja dilakukan secara daring dan tertulis. Pelaporan daring
memiliki tenggat waktu yang harus segera dipenuhi oleh Disdikbud Kota Banda

Aceh. Namun dikarenakan kekurangan tenaga untuk laporan secara tertulis/

hardcopy ini sering tertunda karena banyaknya kegiatan yang ada di Disdikbud
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Kota Banda Aceh. Pelaporan kinerja bersifat penting karena sebagai bentuk
pertanggungjawaban instansi karena telah memakai uang Negara dan untuk
mempertanggungjawabkan bagaimana hasil. Bentuk pertanggungjawaban kinerja
tersebut dituangkan dalam sebuah laporan, yaitu LAKIP. LAKIP disusun

berdasarkan SAKIP.

1.3.4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan bagian yang penting, karena evaluasi
digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing indikator
kinerja. Hasil evaluasi AKIP dalam komponen evaluasi internal Disdikbud Kota
Banda Aceh tahun 2021-2022 mendapatkan penurunan nilai dari 17,25 ke 16,25
dengan penilaian bobot penilaian 25%.

Dalam teori sistem pengendalian manajemen, evaluasi kinerja dilakukan
dengan dua cara, yaitu melakukan evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi
program. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui apabila program yang
dilaksanakan tidak efektif maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap
strategi yang digunakan utuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi kinerja
dilakukan oleh Kemen PAN-RB atau Gubernur.

Ibu Evi Susanti menyampaikan pendapat mengenai strategi yang sudah
diatur dengan evaluasi kinerja,

“Yang pertama kalau sudah ada Renstra selama 5 tahun, yang

sudah pasti semua itu dituangkan lagi jabarannya dalam DPA

namanya untuk setiap tahun, DPA itu Dokumen Penggunaan

Anggaran apa yang sudah kita tuangkan di dalam Renja maupun

Renstra kita pasti harus di support dengan anggaran lalu kegiatan-

kegiatan itu yang udah kita tuangkan itu bisa kita wujudkan.

Tentunya kita membuat perencanaan program dan kegiatan melalui
RKA tapi kalau RKA itu sudah dibahas dan disetujui jadilah DPA
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namanya dan baru bisa kita jalankan. Nah setelah sudah disahkan
dan ditanda tangani kepala dinas strateginya membagi kepada 5
bidang dan 1 sekretariat, untuk apa, untuk bertanggung jawab
semua program dan kegiatan yang sudah dituangkan untuk
mencapai tujuan yang sudah dituangkan di renstra itu jadi
pertahunnya di evaluasi.”

Selanjutnya Ibu Evi Susanti menambahkan mengenai evaluasi yg
dilakukan di dalam Disdikbud Kota Banda Aceh.

“Jadi gini kita kan ada masing-masing bidang dipimpin oleh yang
namanya kabid, jadi evaluasi kalau pak kadis seminggu sekali
dilaksanakan melalui rapat rutin bersama seluruh kabid, kasi dan
kasubbag setiap senin selesai apel gitu. Evaluasi ini tidak semuanya
harus tertulis jadi dalam bentuk rapat nanti bapak tanyak progress
kerjaan sekaligus meyampaikan informasi terkini apa yang harus
kami tinjau terkait pengembangan dalam bidang pendidikan, apa
permasalahan yang terjadi di sekolah karena kita umumnya kan
sekolah gitu. Nanti kami memberikan laporannya gitu kan dan
nanti dirapat itu pun juga ada diskusi apa strategi yang kita ambil
untuk melaksanakan program-program tersebut.”

Kemudian Bapak Sulaiman Bakri menyampaikan,

“Khususnya untuk dinas pendidikan rangkaiaan pelaksanaan
SAKIP sdh berjalan sebagaimana adanya, dan seluruh kegiatan
sudah terkoordinasi dengan beberapa aplikasi juga. Baik itu laporan
maupun progresnya, harus dilaporkan ke dalam aplikasinya. Mau
tidak mau harus dilaporkan. Jadi tidak bisa ditunda-tunda, maka
secara tidak langsung pelaporan setiap bidang ke dalam aplikasi
sudah dapat menjadi dasar evaluasi bagi kita. Kalau pertanyaan
pada posisi hari ini masih sesuai apa-apa yang ada di dalam renstra,
renja dan juga tapkinnya jadi belum ada yang meleset dan kalaupun
ada yang sama sekali tidak dikerjakan atas intruksi dari sana gak
boleh kerjakan karna anggarannya tidak ada. Tapi kalau untuk
kegiatan kabid SD dam SMP misalnya ada ataupun tidak ada
anggaran harus lanjut karna sifatnya wajib semua dan itu sesuai
dengan waktunya, misal contoh gak mungkin ujian kelas enam atau
kelas sembilan dikerjakan tidak tepat waktu, PPDB memang harus
bulan Mei dan udah terjadwal oleh kementerian. Pasti akan tercapai
karna kita udah dideadline dengan waktu yang udah dijadwalkan.

Dari wawancara yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa

evaluasi kinerja harus dilakukan guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan
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capain Kinerja instansi pemerintah dari indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam dokumen RPJMD. Dari hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2021 dan 2022 telah mendapatkan nilai
dengan kriteria “B”, hal tersebut mengindikasikan bahwa SAKIP pada Disdikbud
Kota Banda Aceh sduah baik, walaupun masih ada beberapa komponen yang
perlu ditingkatkan agar terwujudnya SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banda Aceh yang ideal.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh, maka penulis dapat menarik kesimpulan, dilihat dari hasil
penelitian yang didapat berdasarkan dengan Indikator yang digunakan menurut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menunjukan bahwa
pelaksanaan Akuntabilitas yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan secara optimal khususnya pada
bagian pelaporan kinerja dan evaluasi internal, hal ini tentunya menuntut dinas
pendidikan dan kebudayaan untuk kedepannya terus melakukan perbaikan pada
setiap pelaporan program dan kegiatan yang ada agar dapat mencapai hasil yang
maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra serta
idikator kinerja utama (IKU) yang termuat dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaporan dan evaluasi internal
akuntabilitas kinerja yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banda Aceh adalah karena kurangnya tenaga kerja dan cakupan wilayah kerja
yang sangat luas sehingga dokumen-dokumen laporan dibuat tidak disampaikan
tepat pada waktunya. Berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi AKIP Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tahun 2021 dan 2022

menunjukan bahwa hal tersebut berdampak pada nilai akuntabilitas kinerja
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instansi.
5.2.Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda
Aceh, maka peneliti dapat memberi sasaran dan masukan agar kedepannya kinerja
yang dihasilkan dapat lebih baik lagi.

1. Perlu adanya perbaikan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja yang ada
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

2. Perlu adanya Peningkatan Kinerja pada masing-masing sub bagian serta
perlunya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap
indikator kinerja yang telah ditetapkan agar setiap program dan sasaran
yang ditargetkan bisa sesuai dengan yang diharapkan.

3. Perlunya mengoptimalkan anggaran yang ada untuk terealisasinya
capaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda

Aceh yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
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Lampiran 1.
DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh, Bapak Sulaiman Bakri, S.Pd., M.Pd.

Wawancara bersama Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Mengengah Pertama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh,

Ibu Evi Susanti, S.Pd., M.Si.



Wawancara bersama Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh, Ibu Nura Khamsiah, SE.

wa  TUAB
w | 8152
s 2916 23
oo 3401724
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"

Wawancara bersama Kepala Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Aset

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Bapak Zulfan, ST.
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Lampiran 2.

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

INSPEKTORAT

Jin. Prof Ali Hasyimi Lr. Keuchik Daud Gampong Pango Raya
Keeamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
TelpFax. (0651) 8057123

Nomor  * 710//63 NBA-LHEI2022 Banda Aceh,_6 i\
o i 4 lhw) 1443 H
Lampiran : -
Hal . Laporan Hasil Evaluasi Sistem Kepada
Akuntabilitas Kinerja Dinas Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kebudayaan Kota Banda Aceh
Banda Aceh Tahun 2021 i -
Banda Aceh

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2021 sesual dengan Surat
Keputusan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 131 tahun 2022 tanggal
24 Maret 2022, dengan tujuan:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP),

b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP),

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem
Akuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penode sebelumnya.

2. Evaluasi Akip meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulal
dari Perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja Jangka Panjang,
perencanaan kinerja Jangka Menengah, dan perencanaan kinerna Jangka
Pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja,
dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja,
serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Ruang lingkup evaluasi Akuntabiiitas
Kinerja Instansi Pemerintah mencakup, antara lain
a. Pendlaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapal

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan,
b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja;
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c. Penilalan pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya  yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesanyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi

kinerja; dan

¢, Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

3, Evaluasl AXIP dilaksanakan dengan cara evaluasl terbatas yaitu menggunakan
Langkah-langkah pada evaluasi sederhana ditambah dengan berbagai konfirmasi,
pengujian dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu,

4, Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan kinerja,
Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

5. Hasll evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilal dengan kisaran mulai dari 0
$.d.100. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperoleh nilal
sebesar 67.95 dengan katagori B (Baik), Dengan uraian penilaian sebagal berikut :

i

No Komponen yang Dinilai Bobot (%) Nita |

I | Tahun 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl
Nomor 12 Tahun 2015

A. | Perencanaan Kinerja 30,00 0,00

B. | Pengukuran Kinerja 25,00 0,00

C. | Pelaporan Kinerja 15,00 0,00

D. | Evaluasi Internal 10,00 0,00

E. | Capaian Kinerja 20,00 0,00
Nilai Hasil Evaluasi 100,00 0,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerfa E =

Il | Tahun 2021 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 =3

1. | Perencaan Kinena 30,00 21,30

2. | Pengukuran Kinerja 30,00 19,20

3. | Pelaporan Kinerja 15,00 10,20

4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00 17,25
Nilai Hasél Evaluas! 100,00 67,95

Tingkat Akuntabilitas Kinerja




6. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen manajemen kinerfa yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh |, dengan rinclan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Banda Aceh memperoleh nilai 21.30 dari bobot yang ditetapkan 30.00 yang terdiri

dari penilaian atas dokumen Perencanaan kinerja ;

a) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia : 5,40
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah memiliki Dokumen
Perencanaan Kinerfa berupa Renstra Nomor 800/A1/2684.2/2020 tanggal 4
desember 2020 tentang perubahan atas keputusan kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudaysan Kota Banda Aceh Nomor 3600.2/2018 Tentang Rencana
Strategls (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun
2017-2022 ; Rencana kerfa perubahan (Renja-P) Tahun 2021 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan ; Perjonjian Kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh ; Seta DPPA  Nomor
A.1/1.01.2.22.0.00.02.00/004/2021 tanggal 22 Oktober 2021

b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapal  hasil, dengan ukuran kinerfa yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan
kinerja bidang lain {crosscutting) : 5.40.
Masih terdapat kriteria yang belum terpenuhli yaity :

* Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.

e Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapal
(achievable), menantang, dan realistis namun target yang telah
ditetapkan belum dibagi per semester,

¢) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan : 10.50.
Masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu :

* Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena
capaian kinerja belum dipantau secara berkala, Hal ini terlihat dengan
belum adanya daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat evaluasi capalan
kinerja,atau laporan monitoring evaluasi)
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2). Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota

Banda Aceh memperoleh nilai 17.47 dari bobot yang ditetapkan 30.00 yang terdini:

a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan : 4.20
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKL), namun belum ada pedoman teknis pengukuran
kinerja dan pengumpulan data kinerja (SOP).

b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
secors Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan : 4.50.

Masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

Pimpinan belum sepenuhnya selalu terlibat sebagal pengambil
keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja,

Telah ada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banda Aceh Nomor 800/A1/221/3/2021 Tentang Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh namun
belum dilengkapi dengan adanya Notulen Rapat, dan Laporan
Pencapaian Kinerja atau jika ada memberi rekomendasi terkait kendala
capalan target sesuai hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya telah dilakukan secara berkala,
Hal ini terlihat dari dokumen yang disampaikan hanya pengukuran
kinerja sampal triwutan 11,

Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Perjanjian Kinerja telah ada namun belum dilengkapi dengan adanya
laporan Monev masing-masing jenjang sesuai jadwal Renaksi/sidak (Ka
OPD ke Bidang, Bidang terhadap seksi, seksi terhadap staf.
Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi).

Belum ada pengumpulan data kinerja yang telah memanfaatkan
teknologi informasi (aplikasi). Pengumpulan data kinerja minimal
menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excell (sheet-
sheet per PK).

Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi).
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Belum ada pengukuran kinerja yang telah memanfaatkan teknologi
informasi (aplikasi). Pengukuran kinerja per PK (membandingkan target
dengon capsian per periodik sehingga tampak grafik  dan
keterangannya.

c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif
dan efisien : 10,50,
Masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu: Setlap unit/satuan kerja
belum sepenuhnya memahami dan pedull atas hasil pengukuran kinerja. Hal Ini
terlihat dari belum adanya daftar hadir, notulen, dan dokumentasi rapat
evaluasi capaian kinerja,

3). Pelaporan Kinerja
Pelaporan Kinerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Banda Aceh memperoleh nilai 10,20 dari bobot yang ditetapkan 15.00 yang
terdiri dari :

a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja : 1,80
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), namun Masih terdapat kriteria yang belum
dipenuhi yaitu :

o Laporan Kinerja belum disusun secara berkala ( Triwulan/Semester)

* Belum ada pernyataan laporan kinerja telah direviu

e Laporan kinerja belum dipublikasikan di website Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

b) Dokumen Laporan Kinerfa telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitos
atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya : 3.15.

Masih terdapat kriteria yang belum dipenuhi yaitu :

* Laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dengan target jangka menengah/Renstra ( Dokumen Lkjip)

e Llaporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasl
kinerja dengan realiasl kinerja di level nasional/internasional
(Benchmark Kinerja).

e Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
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¢) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapal kinerja berikutnya : 5.25
Masih Terdapat Kriteria yang belum dipenuhi yaity
o laporan Kinerja berkala belum sepenubnya telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapal kinerja. Hal ini terfihat dari belum
adanya laporan kinerja yang dibuat dan direviu secara berkala.
e Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenubnya telah
digunaokan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai
kinerja. Hal ini terlihat dari belum adanya laporan Monev.

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Evaluasl Internal Kota Banda Aceh mempercleh nilai 17.25 darl bobot yang
ditetapkan 25.00, yang terdirl darl :
2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan : 4.00
b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas
dengan Sumber Daya yang memadai : 4.50
¢) Implementasl SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas
dan efisiensl Kinerja : 8.75

7. Rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2019 belum sepenuhnya ditindaklanjuti, hal ini
terlihat darl adanya dokumen-dokumen yang disampaikan dalam evaluasi SAKIP
tahun 2021 masih belum dilengkapi sesual dengan yang direkomendasikan,

B. Terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada
kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayzan Kota Banda Aceh beserta seluruh
jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.

b) Melakukan pembagian target kinerja triwulan dalam dokumen perencanaan
kinerja.

¢} Memantau Rencana aksl secara berkala dengan melampirkan daftar hadir,
notulen, dokumentasi rapat evaluasi capaian kinerja,dan laporan monitoring
evaluasi.

d) Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
(SOP) datam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudaysan Kota Banda Aceh.
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Tembusan Yth:

h)

k)
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Melibatkan pimpinan sepenuhnya sebagal pengambil keputusan (Decision
Maker) dalam mengukur capaian kinerja dengan melampirkan Notulen Rapat,
dan Laporan Pencapaian Kinerja atau jika ada memberi rekomendasi terkait
kendala capaian target sesuai hasil pengukuran kinerja,

Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara
berjenjang dengan membuat laporan Monev masing-masing jenjang sesuai
jadwal Renaksi/sidak (Ka OPD ke Bidang, Bidang terhadap seksi, seksi terhadap
staf).

Melakukan Pengumputan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi
minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excell (sheet-
sheet per PK).

Melakukan Pengukuran capalan kinerja dengan memanfaatkan Teknologi
Informasi (Aplikasi) minimal Pengukuran kinerfa per PK (membandingkan targat
dengan capalan per periodik sehingga tampak grafik dan keterangannya.
Memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melampirkan daftar
hadir, notulen, dan dokumentasi rapat evaluasi capaian kinerja.

Menyusun laporan kinerja secara berkala (triwulan), dan mereviu laporan kinerja
serta mempublikasikan laporan kinerja di website Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dengan target jangka menengah/Renstra, analisis dan evaluasl realisasi
kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
serta menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Kami menghargal upaya Saudara beserta seluruh
jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

>JBV(KTORAT KOTA BANDA ACE
I R

PembinaUtama Muda
NIP. 19760407 2001

1. Walikota Banda Aceh;

2. Arsip.



Lampiran 3.

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

INSPEKTORAT

Jin, Prof Ali Hasyimi Lr. Keuchik Dawd Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
TelpFax, (0651) 8057123
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Lampiran - - Kapada
Has : Laporan Hasil Evaluasi Th. Kepala Dinas Pendidkan dan
Akuntabliitas Kinerja Tahun 3032 Kebudayaan Kota Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Dalam rangka pelaksanasn Peraturan Pemanntah Momor & Tabun 2006
tenlang Pelaporan Keuangan dan Kinena Instansi Pemerindah, Persturan
Prosiden Momor 28 Tahun 2014 lenteng Sistem Akuntab@tss Hiners Instans|
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Momor B8 Tamum 2021 tentang Evaluasi Akuntabililas Kinera Instansi
Pemerntah kami sampaikan hal-hal sebagai barilout:

1. Kami telah mefakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kineda Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wota Banda Aceh Tahun 2022 sesual dengan Kepubusan
Walikota Banda Aceh Mo. 77 Tahun 2023 tanggal 14 Februar 2023, dengan
fujuan:

a. Mempercéeh informasi tenfang mplamentasi SAKIF;

b. Menilai Tingkat Implementasi Kinera:

¢ Memberikan saran perbalkan untuk paninglkatan implemen SAKIP: dan
d. Memonitar tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai
dari Perencanaan kinérfa baik perencanaan kinefa Jangka Panjang,
perencanaan kinerja Jangka Menengah, dan perencanaan kinera Jangka
Pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja,
dan monitoring pengelolaan data kineda, sampai pada pelaporan hasil kinesja,
serta evelugsi slas pencapaian kinenja,

Ruang lingkup evalugsi AKIF mancakup, ankans lain

a. Penilaian kualites parencanaan kinera yang selares yang akan dicapal
uribuk: messujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Penilsian pengukuran kinera berjenjang dan berkelanjutan yang telah
mengasi kebutuhan dalam panyesuaian sitategis dalarm mencapai kinara;



¢ Penilaian pelaporan kinéda yang menggambarkan kualites alas
pencapaian kinera, bak keberhasilan/kegagalan kinera serta upaya
perbaikan/panyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategis/kebjakan dalam mencapai kinerja benkutnya;

d. Penilaian svaluss akunlabidas kinerfa nlemal yang mambekan
kesanyata (dampak) dalam peningkalan smplementasi SAKIP  untuk
afektifitas dan afsiens kineda; dan

e Penilalan capsian knera alas oulpul maupun outcome serta kinerja
lsinnya.

3, Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan cara evaluasi terbatas  yaitu
menggunakan Langkah-langkah pada evaluasi sederhana ditambah dengan
berbagai konfimasi, pengujian dan peneliian terbatas pads komponen
akunlabililas kineda tenentu,

. Evaluasi AKIF dilaksanakan terhadap 4 (empal) komponen yaily Perencanaan
kinefja, Pengukuran kineda, Pelaporan kinera dan Evaluasi Akuntabilitas
Kmena Internal.

5. Hasil evaluasi yang ditvangkan dalam benbuk nilai dengan kisaran mulal danl 0
$.4.100, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Acsh memperolsh
nilal sebeser 66,80 dengan kalagon B (Balk) Dengan uraian penilaian
sahagai berikut :

sz 022
Mo Komponan yang Dindlai
BBt i | 500
1. | Parencanaan Kinerja 20,00 2130 30,0:0 22,20
2. | Pengukuran Kinerda 3000 | 1820 | 3000 | 1920
3, | Pelaparan Kinega 185,00 10,20 18,00 .15
4. | Evaluas Imemal 2500 | 1735 | 26500 | 18238 |

Nilai Hasil Evaluasi 100,00 | 8785 | 100,00 | 6680

Tinghat Akuniabilitas Kinera B B

. Nilai sebagaimana tersebul, merupakan akumulasi penilaian terhadap sehuruh
komponen manajemen kineGa yang dievaluasi di lingkungan Dinas
Pandidikan dan Kebudayaan Kotz Banda Aceh, dengan mncian sebagai
berikul:

1) Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerfa yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Acéh mémparobeh nilai 22,20 dari bobad yang ditetlapkan 30,00
yang lerdin dan penilaan alas dokumen Perencanaan Kinarja:
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2).

3L

&) Dokumen Parencanaan kinsrgs telah tersadia: 540

b) Dokumen Perencanaan kinerda telah memenuhi standar yang baik,
yailu untuk mencapal hasl, dengan ukuran kineda yang SMART.
menggunakan penyelarasan (cascading) dseliag level secara logis,
serta memperhatikan kineda bidang lain (crosscutting): 6,30

) Perencanaan Kinesja telah dimanfaalkan uniuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan: 10,50

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja yang disusun cleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banda Aceh mempercleh ndlai 15,20 dari bobot yang ditetapkan

20,00 yang terdiri dari penilsian aias dokumen Pengukuran Kinerja:

a) Pengukuran Kinerja telah diakukan: 4,20

b} Pengukuran Kinesja lelah menjadi kebuluhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efekiif dan Efisien dan telah déskukan secara barjenjang
dan berkelanjutan: 4,50

¢} Pengukuran Kinerja lelah dijadikan dasar dalam pemberian Rewarnd
dan Punishmend, sera penyessusian strategi dalam mencapai kinerjs
yang efektl dan efisien: 10,50

Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banda Aceh mamparoleh nilai 8, 15 dan bobot yang ditetapkan 15,00

yang lendifi dan penilaian alas dokumaen PelaporanKinerja:

&) Terdspat Dokwmenlaporan yang menggambarkan Kinera: 1,50

b} Cokurmen Laporan Kinerga telah memenuhi Standar menggambarian
Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasian/kegagalan
kinedja sarla upaya perbaikanpenyempurnaannya; 3,15

¢) Pelaparan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
panyesuaian strategikebljakan dalam mencapal kineda berkubnya:
450

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Intemal Kola Banda Aceh memperoleh nilai 16,25 dar bobot yang
ditetapkan 25,00, yang Mrdifi dar penilaian atas Pemenuhan Ewvaluasi,
Kualiatas Evaluasi dan Pemanfaatan Evalussi:

a) Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Internal lelah dilaksanakan - 350
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b) Evalussi Akuntabilitas Kinarja Intemal telah dlaksanakan Secira
brkualilas dengan Sumber Daya yang mamadai : 5,25

c) Implementasi SAKIP lelah meningkal karena evaluasi Akuntabiitas
Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
efekiifitas dan efisiensi Kinerja - 7,50

7. Rekomendasi evaluasi AKIP tahun lalu belum sepenuhnya ditindaklianjutl, hal

im

| terbulkti dari adanya dokumen-dokumen yang disampaikan dalam evaluasi

SAKIP tahun 2022 masih belum dilengkapl sesuai  dengan yang

di

rekormendasikan,

8. Terhadap permasalahan yang dikemukakan di alas, kami merekomendasikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh beserta
seluruh jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan ssbagai
ikt -

a) Menyelaraskan target yang ditstapkan dalam dokumen perencaraan

kinerja sehingga menggambarkan hubungan yang berkesinambungan
antar dokumen perencanaan kinerja.

b} Memantsu Rencana aksi secara berkala dengan menyusun laporan

monev yang menunjukkan resfisasi target setiap tiwulan serta laporan
monitoring harus ditantatangani oleh kepala dinas.

Menyusun pedoman leknis pengukuran kinera ¢an pengumpulan data
kinera (SOP) .

d) Menyusun dokumen mondoring capaian kinerfa per friwulan yang memuat

infomasi mengenal targel kinerja, realisasi kinerja, fakior pendorong,
fakior hamibatan dan rekomendasi.

2} Melakukan pemantauan alas pengukuran capaian kinera unit dibawahnya

h)

secara berjenjang dengan membual |aporan Monev masing-masing
jenjang sesuai jadwal Renaksiisidak (Ka OPD ke Bidang, Bidang terhadap
seksi, saksi terhadap staf).

Melakukan Peangumpulan data kinera dengan memanfaatkan teknologl
informasi minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus
axcell (sheet-sheet par PK).

Melakukan Pengukuran capaian kinerja dengan memaniaatkan Teknologi
Infrmasi (Aplikasi) minimal Pengukuran kinefa per PE {membandingkan
targat dengan capaian per perodik sehingga tampak grafk dan
kedaranganmya.

Menyelaraskan target kinerja di dalam rencana aksi dengan tanget kinesja
yang ada pada kKL,

71



i)

i}

k)

Menyusun laporan kinerja secara berkala (trwulan) dan mereviu laporan
kmerjia serta mempublikasikan laporan kinerja di website Dinas
Pendidikan dan Kebudaysan Kota Banda Aceh.

Laporan kinerja menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinena dengan
reaksast kinerja tahundahun sebelumnya (fahun n-1 dan tabun n-2) untuk
dilakukan perbandingan kinerje, analisis dan evaluasi reslisas: knerja
dengan realiasi kinerfa di Jevel nasionalfinternasional (Benchmark
Kinenja), menginfokan keberhasilankegagatan dalam mencapai target
kinerja beserla kendala dan strategi pemecahan masalahnya sera
penutup laporan kinerja menginformasikan mengenai
rekomendasifiangkah antisipasi untuk perencanaan kinerja berikutnya
berdasarkan dari hambatan/kendala dalam pelaksanaan kinerja.
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanpt hasil
evaluasi

Rekomendas: hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti oleh unit kerja secara
optimal untux meningkatkan budaya kinera inggi pada fingkat unit kerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabiitas kinerja Dinas

Pendidikan dan Kebudaysan Kota Banda Aceh, Kami menghargai upaya
Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajeman kinerja di
fngkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh,

Tembusan Yih

Terima kasih atas parhatian dan kerjasamanya.
INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH
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1. Walikota Banda Aceh;

2, Arsip
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Lampiran 4.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

Pertanyaan Terkait Dengan Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
A. Perencanaan Strategis
1. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
dalam menyusun Rencana Strategis Untuk 5 tahun kerja?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami dalam menyusun
RencanaStrategis?
3. Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda
Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat?
4. Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda
Aceh dalam meningkatkan pembelajaran untuk siswa siswi dan

mensukseskan wajib belajar 9 tahun yang ada di kota Banda Aceh?

B. Pengukuran Kinerja

1. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
dalam menguku rkinerja organisasi terutama dalam merealisasikan
pekerjaan?

2. Apakah sasaran (target) yang dibuat sudah sesuai dengan realisasi
kinerja yangdilakukan?

3. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
dalammembandingkan realisasi kinerja untuk membuat rencana

strategis selanjutnya?

C.Pelaporan Kinerja
1. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

dalammelaporkan hasil kinerjanya?
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Dari mana saja sumber anggaran yang didapat oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Banda Aceh?

Apakah setiap anggaran yang diberikan sama setiap tahunnya? Apakah
anggaran tersebut disesuaikan dengan target Kkinerja 5 tahun
sebelumnya?

Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dalam
mengalokasikan anggaran pada program yang telah dibuat?

Apakah keseluruhan anggaran yang digunakan sudah terealisasikan
secara efektif dan efesien? Serta penggunaan nya dalam bentuk apa
saja?

Bagaimana serapan anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Banda Aceh selama tahun 2020 dan 2021 dalam
merealisasikan program yang telah dibuat?

D.Evaluasi Kinerja

1.

2.
3.

Bagaimana evaluasi kinerja yang dilakukan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh? Apakah sudah memenuhi Standar OPD
di Banda Aceh?

Apa saja hambatan dan kendala dalam melakukan evaluasi kinerja?
Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
dalam mengevaluasi perencanaankerja yang telah dibuat ?

Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja organisasi kedepannya?

E.Capaian Kinerja

1. Bagaimana tolak ukur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda

Aceh dalam menilai keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan?

Bagaimana tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh berdasarkan Output atas program yang

sudah dilaksanakan?

3. Apakah program kerja yang dibuat telah sesuai dengan sasaran dan



tujuan yang ada? Apa saja program kerja nya?
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Pertanyaan Tentang Pemahaman Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

1.

Bagaimana pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh?

Apa saja hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
AkuntabilitasKinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banda Aceh?

Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
dalammeningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang masih rendah?

Apakah setiap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda
Aceh sudahmemahami tentang Akuntabilitas Kinerja?

Jika tidak, seperti apa solusi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Banda Aceh?
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